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Abstrak

Alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan
Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,
telah menimbulkan permasalahan lingkungan yang signifikan, kapasitas
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menangani alih fungsi lahan
resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran dan
Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara masih belum optimal.
permasalahan ini menimbulkan dampak lingkungan serius, seperti
berkurangnya daya serap air, meningkatnya risiko banjir, penurunan
kualitas air tanah, dan degradasi fungsi ekologis kawasan Bandung Utara..
Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi dalam mengendalikan fenomena tersebut, dengan
menggunakan kerangka teori kapasitas pemerintahan Rosman Ilato yang
meliputi dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan
kelembagaan, reformasi sistem dan regulasi, serta adaptasi dan
keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Dinas Lingkungan Hidup masih
belum optimal pada keempat dimensi. Keterbatasan jumlah dan kompetensi
aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketiadaan regulasi teknis
khusus, serta belum berkesinambungannya strategi adaptasi menjadi faktor
penghambat utama. Kondisi ini berdampak pada belum -efektifnya
pengawasan dan  pengendalian alih  fungsi lahan. Penelitian
merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, peningkatan sinergi
antarinstansi, penyusunan regulasi teknis tingkat kota, dan penerapan
strategi adaptasi berbasis partisipasi masyarakat untuk menjaga
keberlanjutan fungsi ekologis lahan resapan air.

Kata Kunci: Kapasitas Pemerintahan, Lingkungan Hidup, Alih Fungsi Lahan,
Resapan Air, Pemerintah.

Abstract
The conversion of water catchment areas into residential areas in Cipageran
and Citeureup villages, North Cimahi subdistrict, Cimahi City, has caused



significant environmental problems. The capacity of the Cimahi City
Environment Agency to handle the conversion of water catchment areas into
residential areas in Cipageran and Citeureup villages, North Cimahi subdistrict,
is still not optimal. These issues have caused serious environmental impacts,
such as reduced water absorption capacity, increased flood risks, declining
groundwater quality, and degradation of the ecological functions of the
Bandung Utara region. This study aims to analyze the capacity of the Cimahi
City Environmental Agency in controlling this phenomenon, using Rosman
Ilato's government capacity framework, which includes dimensions of human
resource development, institutional strengthening, system and regulatory
reform, and adaptation and sustainability. The method used is qualitative
descriptive through data collection techniques such as observation, in-depth
interviews, and document analysis. The research findings indicate that the
Environmental Agency's capacity remains suboptimal across all four
dimensions. Key constraints include insufficient staff numbers and
competencies, weak inter-sectoral coordination, the absence of specific
technical regulations, and the lack of continuity in adaptation strategies. These
conditions hinder effective monitoring and control of land-use conversion. The
researcher
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PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan merupakan perubahan pemanfaatan lahan dari
fungsi awalnya menjadi penggunaan lain, umumnya untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Di Indonesia,
fenomena ini semakin marak akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi,
dan perkembangan sektor ekonomi. Lahan yang semula berfungsi sebagai
kawasan resapan air atau ruang terbuka hijau banyak dikonversi menjadi
permukiman, kawasan industri, maupun infrastruktur. Kondisi ini terjadi
pula di Jawa Barat, provinsi dengan tingkat urbanisasi tinggi, termasuk di
Kota Cimahi yang merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara.

Kota Cimahi memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan
penyangga lingkungan, namun laju pembangunan dan kebutuhan
permukiman telah mendorong konversi lahan, terutama di Kelurahan
Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara. Perubahan
fungsi lahan di wilayah ini menimbulkan beragam dampak, seperti
berkurangnya kemampuan lahan menyerap air hujan, meningkatnya risiko

banjir, penurunan kualitas air tanah, serta degradasi fungsi ekologis.



Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi memiliki peran penting dalam
pengendalian alih fungsi lahan. Namun, kapasitas pemerintahan masih
menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia,
lemahnya koordinasi lintas sektor, ketiadaan regulasi teknis khusus, serta
keterbatasan anggaran.

Tujuan dari penelitian ini menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan
Hidup berdasarkan empat dimensi kapasitas pemerintahan: pengembangan
sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, reformasi sistem dan
regulasi, serta adaptasi dan keberlanjutan. Hasilnya diharapkan dapat
menjadi rekomendasi strategis bagi upaya perlindungan kawasan resapan air
di wilayah perkotaan.

Kapasitas pemerintahan adalah kemampuan institusi pemerintah
dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, informasi, serta sarana
prasarana untuk menjalankan fungsi perencanaan, pengambilan keputusan,
pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi pembangunan secara optimal (Rosman
[lato, 2017:28). Kapasitas ini tidak hanya diukur dari jumlah dan kualitas
pegawai, tetapi juga efektivitas kelembagaan, dukungan regulasi, serta
kemampuan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Rosman Ilato mengemukakan empat dimensi utama kapasitas
pemerintahan: (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui
peningkatan sumder daya manusia, kualitas aparatur; (2) Penguatan
Kelembagaan melalui pembenahan struktur, dan koordinasi lembaga; (3)
Reformasi Sistem dan Regulasi melalui pembaruan kebijakan, pembaruan
regulasi, dan pembaruan sistem; dan (4) Adaptasi dan Keberlanjutan melalui

daya tahan keberlanjutan, dan penyesuaian terhadap perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang
bertujuan untuk menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota
Cimahi dalam menangani alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan
permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan

Cimahi Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran



yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang terjadi
berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
dengan fokus wilayah pada dua kelurahan yang menjadi lokasi utama
terjadinya alih fungsi lahan resapan air. Subjek penelitian meliputi aparatur
Dinas Lingkungan Hidup, perangkat kelurahan, serta masyarakat yang
terdampak. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan
mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap
permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,
observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara
digunakan untuk menggali informasi dari para informan kunci mengenai
kebijakan, pelaksanaan, dan hambatan dalam pengendalian alih fungsi
lahan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik
lahan resapan air dan bentuk konversi yang terjadi, sedangkan dokumentasi
digunakan untuk memperoleh data sekunder seperti arsip, laporan, dan
dokumen resmi dari instansi terkait. Teknik Pengumpulan Informan
dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik
penentuan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu
yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan utama dalam
penelitian ini terdiri dari satu orang Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota
Cimahi, satu orang Kepala Bidang Tata lingkungan Hidup Kota Cimahi, satu
orang Penelaah Dampak Lingkungan Hidup Kota Cimahi, satu orang
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan empat orang Masyarakat Kelurahan

Cipageran dan Kelurahan Citeureup.

PEMBAHASAN

Alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di
Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara,
menggambarkan persoalan lingkungan yang tidak hanya berdampak pada
perubahan kondisi fisik wilayah, tapi juga memperlihatkan lemahnya
kapasitas pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi,

dalam mengantisipasi dan menangani persoalan tersebut sejak awal. Sebagai



lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian
lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup seharusnya berperan aktif dalam
mencegah terjadinya konversi lahan yang dapat merusak fungsi ekologis,
bukan hanya menangani dampaknya setelah terjadi. Namun yang terjadi,
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi lebih sering terlibat ketika dampak
dari pembangunan sudah dirasakan masyarakat, seperti banjir, genangan
air, longsor, atau kekeringan.

Dalam upaya mengkaji kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota
Cimahi dalam merespons alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan
permukiman, khususnya di wilayah Kelurahan Cipageran dan Kelurahan
Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, diperlukan analisis yang komprehensif
mengenai sejauh mana instansi tersebut mampu menjalankan fungsi dan
kewenangannya secara efektif. Kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi
aspek krusial dalam menilai kemampuan internal Dinas Lingkungan Hidup,
baik dari segi sumber daya maupun struktur organisasi, dalam menghadapi
dinamika perubahan pemanfaatan lahan yang berpotensi menimbulkan
kerusakan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kajian ini akan dianalisis
melalui pendekatan teori Kapasitas Pemerintah menurut Menurut Rosman
llato, 2017.

Untuk membahas hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan bahwa
untuk mengetahui permasalahan teori ini mencakup empat dimensi utama,
yaitu Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan, Reformasi Sistem dan
Regulasi, Serta Adaptasi dan Keberlanjutan.

1. Sumber Daya Manusia

Pada Dimensi ini terlihat bahwa upaya peningkatan kapasitas sumber

daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi masih

belum berjalan secara optimal terhadap alih fungsi lahan resapan air.

Kegiatan yang dilakukan selama ini lebih banyak berupa rapat

koordinasi internal dan evaluasi mingguan, bukan pelatihan teknis

yang difokuskan pada peningkatan keterampilan atau pemahaman
mendalam terhadap isu alih fungsi lahan. Peneliti juga tidak
menemukan adanya rencana strategis atau program pelatihan rutin

yang dirancang secara khusus untuk memperkuat kompetensi teknis



aparatur di bidang pengendalian. Selain itu, dari sisi jumlah personel,
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi hanya memiliki sekitar enam
orang petugas lapangan yang ditugaskan untuk menangani langsung
isu pengawasan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan. Jumlah ini
tentu tidak sebanding dengan kompleksitas dan cakupan wilayah yang
harus diawasi, terutama di kawasan padat seperti Kelurahan
Cipageran dan Citeureup.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah
daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, masih belum optimal
dalam menjalankan perannya, terutama pada aspek responsivitas,
kemampuan dalam melakukan tindakan pencegahan, serta
keterlibatan aktif dengan masyarakat. Aparatur belum sepenuhnya
hadir sebagai pihak yang sigap merespons sejak awal, melainkan lebih
sering turun tangan setelah dampak lingkungan sudah terjadi dan
dirasakan oleh masyarakat. Pada Dimensi ini melalui kualitas aparatur
ditemukan bahwa aparatur DLH cenderung bersikap reaktif, yaitu baru
melakukan tindakan setelah dampak lingkungan dirasakan, seperti
banjir atau longsor. Hal ini diungkapkan oleh beberapa warga yang
menyampaikan bahwa DLH jarang terlihat melakukan pengawasan
rutin, dan lebih sering hadir saat terdapat proyek atau kejadian
tertentu. Bahkan dalam kasus longsor di Kelurahan Cipageran, warga
menyatakan tidak ada bantuan atau tindak lanjut yang cepat dari
pihak DLH setelah rumah mereka rusak.

2. Penguatan Kelembagaan

Pada dimensi ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur, belum
ada unit atau bidang yang secara khusus ditugaskan untuk menangani
permasalahan alih fungsi lahan secara menyeluruh. Akibatnya, beban
kerja pegawai menjadi tidak proporsional, dan fungsi pengawasan
tidak berjalan secara optimal. Selain itu, tidak adanya alokasi peran
yang lebih spesifik untuk isu-isu seperti kawasan resapan air,
membuat pelaksanaan tugas teknis di lapangan cenderung lambat dan

bergantung pada kondisi setelah dampak terjadi.



Berdasarkan observasi secara langsung dalam penelitian ini, dan
melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi saat ini masih bersifat
umum, dan belum dirancang secara khusus untuk menangani isu alih
fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menyampaikan bahwa
mereka hanya memiliki kewenangan untuk menangani dampak
lingkungan setelah alih fungsi terjadi, bukan untuk mencegah atau
menghentikan proses perubahan fungsi lahan. Keputusan
perencanaan dan pengeluaran izin pemanfaatan lahan berada di dinas
lain, sehingga DLH sering kali tidak dilibatkan dalam proses awal
tersebut. Hal ini menyebabkan penanganan yang dilakukan lebih
bersifat reaktif dibanding preventif.

Tidak hanya antarinstansi, kelemahan koordinasi juga terlihat
dalam pelibatan unsur masyarakat. Hasil wawancara dengan Karang
Taruna mengungkapkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara
pemerintah dan kelompok masyarakat belum berjalan optimal.
Meskipun Karang Taruna aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan
di wilayahnya, mereka jarang dilibatkan langsung dalam proses
pengambilan keputusan atau kegiatan pemantauan lingkungan.
Informasi biasanya hanya disampaikan secara bertahap dari kelurahan
ke RT/RW, lalu ke Karang Taruna, tanpa ada pelibatan strategis yang
terstruktur.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peniliti dapat
menyimpulkan bahwa koordinasi antar lembaga dan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup di Kota Cimahi
masih belum maksimal. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya
pengendalian alih fungsi lahan resapan air karena pendekatan sektoral
dan kurangnya integrasi kelembagaan menyebabkan proses
penanganan menjadi lambat, tidak menyeluruh, dan kurang efektif.

3. Reformasi Sistem dan Regulasi
Pada dimensi ini kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota

Cimahi memang masih menjalankan kebijakan umum mengikuti Perda



Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian
Kawasan Bandung Utara dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penataan
Ruang. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak tersedianya
Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus menjadi salah satu
kelemahan dalam sistem kebijakan internal DLH. SOP yang ada masih
bersifat umum dan berfokus pada penanganan dampak lingkungan.

Kapasitas sistem kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
dalam melakukan pemantauan penggunaan lahan masih sangat
terbatas. Tidak adanya sistem khusus yang dirancang untuk
memantau perubahan fungsi lahan, terutama kawasan resapan air,
DLH lebih sering mendapatkan informasi tentang alih fungsi lahan
setelah dampaknya terasa langsung di masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi belum memiliki kebijakan
internal ataupun SOP teknis khusus yang mengatur secara langsung
mekanisme pencegahan dan penanganan alih fungsi lahan. DLH hanya
menjalankan tugas berdasarkan kebijakan umum tanpa memiliki
wewenang atau pedoman teknis yang kuat untuk mengintervensi
proses perubahan fungsi lahan secara langsung.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menyebutkan bahwa
belum ada aturan atau regulasi khusus yang bisa dijadikan dasar kuat
dalam melindungi kawasan resapan, sehingga ketika terjadi alih fungsi
lahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi hanya bisa menangani
dampaknya, seperti banjir atau penurunan kualitas lingkungan. Tidak
adanya aturan teknis atau petunjuk yang lebih detail membuat Dinas
Lingkungan Hidup sulit bertindak tegas di lapangan.

4. Adaptasi dan Keberlanjutan

Permasalahan alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan
permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup
menunjukkan bahwa proses pembangunan di Kota Cimabhi
berlangsung dengan cepat dan tidak selalu selaras dengan prinsip
pelestarian lingkungan. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai
daerah resapan air kini telah banyak berubah menjadi permukiman

atau area terbangun, yang tentu berdampak pada berkurangnya



kapasitas tanah dalam menampung air hujan secara alami. Akibatnya,
muncul berbagai persoalan lingkungan, seperti genangan air,
penurunan kualitas drainase, bahkan potensi banjir.

Strategi jangka panjang yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi belum sepenuhnya matang dan masih bersifat umum.
Kegiatan seperti penghijauan dan penambahan RTH memang penting,
tetapi belum secara spesifik diarahkan untuk melindungi kawasan
resapan air. Selain itu, sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa
masih dibutuhkan koordinasi lebih antarlembaga, karena sampai saat
ini hal tersebut bisa dikatakan belum berjalan optimal, serta belum ada
integrasi kebijakan yang kuat untuk pencegahan alih fungsi lahan
secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti
menganalisis bahwa alih fungsi lahan resapan air telah memberikan
dampak langsung yang signifikan terhadap kehidupan warga, baik dari
aspek lingkungan fisik, kenyamanan, maupun keamanan. Banyak
masyarakat menyampaikan bahwa sebelum lahan berubah menjadi
permukiman, air hujan lebih cepat meresap ke tanah. Namun, setelah
terjadinya pembangunan, muncul genangan air yang sebelumnya tidak
terjadi, bahkan air kerap kali masuk ke dalam rumah saat hujan deras.
Hal ini menunjukkan bahwa fungsi tanah sebagai media resapan telah
terganggu, dan kapasitas daya serap air menjadi menurun secara
drastis.

Masyarakat kini menghadapi peningkatan risiko bencana seperti
banjir, kekeringan dan longsor. Beberapa warga mengaku merasa
cemas setiap musim hujan tiba, karena air hujan mudah terkumpul di
jalan dan mengalir ke area permukiman. Bahkan ada warga yang
menjadi korban langsung dari kejadian longsor yang terjadi saat malam
hari ketika hujan lebat mengguyur, menunjukkan bahwa perubahan
tata guna lahan telah memperburuk stabilitas tanah dan

meningkatkan potensi bencana.



KESIMPULAN

Kesimpulannya, kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
dalam menangani alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan
permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup masih belum
berjalan secara optimal sesuai dengan tuntutan permasalahan lingkungan
yang ada. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengawasan
lapangan, penanaman pohon, dan program penghijauan, pelaksanaannya
lebih menitikberatkan pada penanganan dampak dibandingkan pencegahan
sejak dini. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah
pegawai yang menangani isu ini hanya sekitar enam orang dengan
kompetensi teknis yang belum memadai akibat minimnya pelatihan tematik
dan berkelanjutan. Dari sisi kelembagaan, belum terdapat unit atau bidang
khusus yang fokus pada perlindungan lahan resapan air, sedangkan
koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas Tata Ruang,
PUPR, dan Dinas Perizinan masih lemah. Dari aspek regulasi, hingga kini
belum tersedia SOP atau kebijakan teknis yang secara spesifik mengatur
mekanisme pencegahan alih fungsi lahan, sehingga pelaksanaan di lapangan
cenderung mengacu pada aturan umum yang kurang efektif. Sementara itu,
dimensi adaptasi dan keberlanjutan juga belum terbangun secara kuat,
karena strategi jangka panjang yang berbasis data, teknologi, dan sinergi
lintas sektor belum diterapkan secara maksimal. Akibatnya, peran Dinas
Lingkungan Hidup dalam mengantisipasi alih fungsi lahan masih bersifat
reaktif dan baru dilakukan setelah dampak lingkungan seperti banjir,
genangan, longsor, atau kekeringan terjadi.
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